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BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 52 TAHUN 2Ol4

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2OI3 Tentang
Penyelenggaraan Izin Gangguan, maka perlu ditindak lanjuti
dengan Tata Cara Pemberianlzin Gangguan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemberianlzin Gangguan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4'tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 l4Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
aiuuarr beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2OL4 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerakr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a72a\;

undang-Undang Nomor 26 Ta]r.un 2OO7 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7
Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor a725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}tt tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Terhun 2Oll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
523fl;

3.

4.

5.



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahanlembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tal:run 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL2 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang
Pengundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun
2OO9 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2OO9 Nomor 14);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2Ol2 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Tahun 2Ol1-2O31 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2Ol2 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun
2OL2 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2Ot2 Nomor 12);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tah:un 2OO9

tentang Pedoman Penetapanlzin Gangguan di Daerah;

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2Ol2
tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Yang Menjadi
Kewenangan Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten
Temanggung;

16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2Ol2
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung;

7.

8.

9.



17. Peraturan Bupati femanggung Nomor 58 Tahun 2OL2
tentang tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan di Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA
GANGGUAN.

PEMBERIAN IZIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Bupati adalah Bupati Temanggung.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah lembaga
yang menangani izin gangguan di Kabupaten Temanggung;

4. Gangguan adalah segala perbuatan danlata.u kondisi yang menimbulkan bahaya,
kerugian dan rasa tidak nyaman lingkungan.

5. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha
danf ata,u kegiatan kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang
menimbulkan bahaya, kerugian dan rasa tidak nyaman lingkungan, tidak
termasuk tempat usaha dan/atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Pemohon izin adalah pemohon izin gangguan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
pefseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau daerah dengan narna dan bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi massa, organisasi sosial
politik, Lt", organisasi yang sejLnis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk
usaha lainnya.

8. Pemeganglzin adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan
dari SKPD.

g. Tempat Usaha dan/atau kegiatan adalah tempat yang digunakan untuk
melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan secara teratur dalam
bidang usaha dan/atau kegiatan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan
hukum bagi Daerah dalam pemberian izin guna meningkatkan kualitas pelayanan
secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.



Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menciptakan iklim usaha yang
kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, memelihara kelestarian
lingkungan hidup dan menjamin kepastian hukum dalam berusaha.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkrrp Peraturan Bupati ini adalah :

a. izin baru;

b. daftar Ulang;dan

c. izin Perubahan.

BAB IV

IZIN BARU

Pasal 5

(1) pemohon mengajukan peffnohonan izirl baru izin secara tertulis kepada SKPD

yang *".r"ng"rri izin dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran I
dan m"rup"La, bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
persyaratan :

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau identitas lain yang sah dan masih
berlaku;

b. Foto copy dokumen bukti kepemilikan tanah dan/atau bukti
pelimpahan / persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah.

c. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan serta Pengesahannya
bagi pemohon yang berbadan usaha atau berbadan hukum;

.d. Foto copy surat penunjukkan penanggung jawab cabang/perwakilan bagi
pemohon yang berbentuk badan apabila bukan merupakan kantor pusat;

e. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau pemakai rumah/tanah
yang terdlkatan dan/atau berada dilingkungan sekitar tempat usaha
sebagaimana dimaksud dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f. Keterangan tentang perusahaan, data tentang peralatan, jenis dan kapasitas
mesin y^ng digunakan serta jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud
dalam 1"*pir"r, ilI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

g. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup (SPPL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.

h. Gambar/denah dan situasi bangunan/letak tempat usaha;dan

i. Pas Photo 4 x6 pemohon sebanyak 1 (satu) lembar.



-t Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau pemakai rumah/tanah yang
'' 

berada di lingkungan sekitar tempat r"u.hu.,""bagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf e adaTah irerupakan persetujuan keberadaan tempat usahl dan/atau

kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tanda tangan dan diketahui Kepala

Desa/Lurah setemPat.

Pasal 6

lzin dapat diterbitkan apabila hasil pemeriksaan administrasi dan/atau lapangan serta

kajian teknis atas tempat usaha d.an/atau kegiatan tersebut layak dan tidak

beitentan gan d.en gan peraturan perundang-undan gan'

Pasal 7

Jangka waktu penyelesaian penerbitan/penolakan izin adalah :

a. permohon an izin disetujui, selambat-lambatnya 12 (dul belas) hari kerja sejak

tanggal diterimanya beikas permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar,

maka izin diterbitkan;

b. apabila permohorran izin ditolak, diterbitkan surat penolakan izin sebelum batas

waktu penYelesaian izin1;dan

c. Surat penolakan permohonan izin sebagaimana - dimaksud pada huruf b'

disampaikan secara tertulis oleh SKPD dengan memberikan alasan-alasan sesuai

ketentuan Yang berlaku.

BAB VI

DAFTAR ULANG

Pasal 8

Pemegan glzinyang masih melakukan kegaitan/usahanya wajib mendaftar ulang

setiap 3 (tiga) tahun sekali

Pemegan g lzin sebagaimana dimaksud ayat (1) mengajukan permohonan daftar

ulang secara tertuils kepada SKPD yang menangani izin dengan formulir

""U^[.i*ana 
dimaksud. dalam lampiran tV dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'
permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

persyaratan :

a. surat perrnohonan izin sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV dan

*"rrrprkan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab perusahaan;

.c. surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi pernyataan tidak menambah

luasan t"*f.i usaha, kegiatan usaha,- perubahan dan atau penambahan

mesin, serta penambahin kapasitas produksi dari izin yang telah

diberikan;dan

d. foto copy izin Yang dimiliki.

.Terhadap permohonan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan verifikasi administrasi dan/atau verifikasi lapangan'

BAB VII

PERUBAHAN IZIN
Pasal 9

(1) Pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal :

a. perubahan sarana usaha;

h oenambahan kaPasitas usaha;

(1)

(2)

(3)

(4)



perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau

perubahan waktu atau durasi operasi usaha.

Persyaratan permohonan izin perubahan sarana Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam lampiran V dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Izin asli yang dimiliki;
c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dalarnlzin;
d. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah/tanah yang

berdekatan/berada disekitar tempat usaha sebagaimana ketentuan yang
berlaku;

e. Data tentang Perubahan Sarana Usaha;
f. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen Upaya

pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

g. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar;

Izin Penambahan Kapasitas Usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah sebagai berikut :

a. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam lampiran VI dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Izin asli yang dimiliki;
c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai dalamlzin;
d. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah/tanah yang

berdekatan/berada disekitar tempat usaha sebagaimana ketentuan yang
berlaku;

e. Data tentang Penambahan Kapasitas Usaha;
f. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

lzin Perluasan lahan dan Bangunan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c adalah sebagai berikut :

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam lampiran VII dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Izin asli yang dimiliki;
Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dalam Izin;
Foto copy d"okumen bukti kepemilikan tanah dan/atau bukti
pelimpahan/persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah;-Gambar/denah dan situasi bangunan/letak tempat usaha beserta
perubahannya;

f. -Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah/tanah yang
berdekatanfberada disekitar tempat usaha sebagaimana ketentuan yang
berlaku;

g. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen Upaya

(UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
h. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

(4) Izin Perubahan Waktu atau durasi operasi usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

a. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam lampiran VIII dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. lzin asli yang dimiliki;
c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dalam Izin;

c.

d.

(1)

{2)

(3)

a.

b.
c.
d.

e.



d. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah/tanah
berdekatan/berada disekitar tempat usaha sebagaimana ketentuan
berlaku;
Data tentang Perubahan waktu dan Durasi Operasi Usaha;
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
(UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
Pas Photo 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

e.
f.

ob'

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggale 16 Desember 2014

BUPATI TEMANGGUNG,

SEKDA

4
M BAMBANG SUKARNO

yang
yang

Upaya
Hidup

Diundangkan di Temanggung

pada tanggal l 16 Deseruber 2Ol4

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG,

R
BAMBANG ARROCHMAN

LEMBAR DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2OT4 NOMOR 53



Lampiran I : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
Nomor .52.tab,wt 2014

Tanggal : 1.6..9PsmbaY fi14

Yang bertanda

Nama

Alamat

Pekerjaan

Telepon

Umur

KEPADA
YTH. Kepala SKPD
DI-

TEMANGGUNG

tangan dibawah ini kami :

Kewarganegaraan

Dengan ini kami mengajukan permohonan Ijin Gangguan (HO )untuk
usaha. ..yang terletak di

Dukuh/RT/RW Desa/Kelurahan
Kecamatan .... Kabupaten Temanggung.

Untuk memenuhi persyaratan permohonan Ijin Gangguan bersama ini
kami lampirkan :

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau identitas lain yang sah dan masih
berlaku;

b. Foto copy dokumen bukti kepemilikan tanah dan/atau bukti
pelimpahan/persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah.

c. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan serta Pengesahannya

. bagi pemohon yang berbadan usaha atau berbadan hukum;
d. Foto copy surat penunjukkan penanggung jawab cabang/perwakilan bagi

pemohon yang berbentuk badan apabila bukan merupakan kantor pusat;
e. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau pemakai rumah/tanah

yang berdekatan danf atau berada dilingkungan sekitar tempat usaha
f. Keterangan tentang perusahaan, data tentang peralatan, jenis dan kapasitas

mesin yang digunakan serta jumlah tenaga kerja.
g. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Hidup (SPPL) , dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau dokumen Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku.
Gambar/denah dan situasi bangunan/letak tempat usaha;
Pas Photo 4 x6 sebanyak 1 (satu) lembar;

h.
i.



Demikian permohonan kami atas berkenan dan kebijaksanaan Bapak kami
sampaikan terirr-a kasih.

Hormat Kami

Pemohon

Mengetahui:Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah.

\,/

Camat

BUPATI TEMANGGUNG,

--- - 

-- 

,. M*B4,MBANG_QUE4BILO

/

[--* *;*;

lUr.t,{.ri l'{U{U



LAmpiTan II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

Nomor : .5Z..fahxe 2014
Tanggal : .l6..Deseanbenr 2014

SURAT PERIITYATAAN TIDAK KEBERATAN
Ya18_ bertanda tangan dibawah ini kami adalah pemilik rumah I tanah yang

berdekatan f berada disekitar tempat yang akan digunakan untuk mendirik"r, r""hr. 7perusahaan atas nama :

Nama
Umur
Pekerjaan

Alamat

Jenis Usaha

tahun

U Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak keberatan
dengan didirikannya usaha / perusahaan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan kami tanda tangani dengan
sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

NAMA TANDA TANGAN BATAS LINGKUNGAN

Utara

Selatan

Timur

a
Barat

Mengetahui

Kepala Desa / Lurah

BUPATI TEMANGGUNG,sf,4DA

KABAG FUKUr!f,

M BAMBANG SUKARN O q/



1.

2.

KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN

Nama Perusahaan
Jenis Usaha
Alamat Perrrsahaan

Nama pemilik/ Perusahaan
Tempat/ Tgl Lahir
Pekerjaan
Alamat
Luas Tempat Usaha
Total Modal Usaha
Waktu / Durasi operasi usaha :

6. Tenaga Kerja
a. Jumlah Tenaga Kerja :

b. Peralatan keselamatan kerja yang
disediakan

7. Upaya- upaya penanganan limbah usaha / perusahaan
a.

*b.
c.

Temangguog,...
Pemohon

Keteranoan ! i
Bagi Perusahaan dengan fasilitas PMDN / PMA dilengkapi dengan proposal
Gambar denah perusahaan pada lembar tersendiri disertai ukuran-1r."rry..

LampiTan III : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

Nomor : ..52..Sah.tzr 2014
Tanggal ' ..1$..Deseube ?014

Jalan
Desa/Kel
Kecamatan

SEKDA lsTz BUPATI TEMAN

--frrr*/-/
l*ffii'., a t%ro,

l;::1ti HUKUTiL
'rk
L

GGUNG,

Jenis / Nama
Alat Mesin

Buatan / Merk

1.
2.
3.

M BAME&NG SUKARNO



LampiTan IV : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
Nomor : .52.8ahuc poi4
Tanggal : {6..Desember 2014

Temanggung,...

KEPADA
YTH. Kepala SKPD
DI-

TEMANGGUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama

Alamat

Pekerjaan

Telepon

Umur
Kewarganegaraan

Dengan ini kami mengajukan permohonan Daftar Ulang untuk
usaha. .........yang terletak di......
Dukuh/RT/RW.. Desa/Kelurahan
Kecamatan .... Kabupaten Temanggung.

Untuk memenuhi persyaratan permohonan Daftar Ulang bersama ini
kami lampirkan :

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungiawab perusahaan;

b. surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi pernyataan tidak menambah
luasan tempat usaha, kegiatan usaha, perubahan dan atau penambahan
mesin, serta penambahan kapasitas produksi dari izin yang telah diberikan;

c. foto copy lzinyangdimiliki.
Atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Temangguflg, ..

Pemohon

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah

Mengetahui:
Camat

ANGGUNG,

/,
SEKDA rt 72,"

BUPATI TEM

-*frlf
l,7,ffiii-' A tfi-''

KA8A.CI ttUKUf. lT,y ,

*ffi" SUKARNO ffi



LampiTan VII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
Nomor . )?.fabtm. .Q1*....
Tanggal : 1.6..Qgry.e}9q..?9.'!*

KEPADA
YTH. Kepala SKPD
DI-

TEMANGGUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama

Alamat

Pekerjaan

Telepon

Umur
Kewarganegaraan

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Perubahan Perluasan
lahanltempat usaha untuk usaha... .......yang terletak
di........... Dukuh/RT/RW.. ...... Desa/Kelurahan

Kecamatan Kabupaten
Temanggung.

. Untuk memenuhi persyaratan permohonan Daftar Ulang bersama ini
kami lampirkan :

a. Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan
ISupatr rnr;

b. Izin asli yang dimiliki;
c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dalam Izin;
d. Foto copy dokumen bukti kepemilikan tanah dan/atau bukti

pelimpahan/persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah;
e. Gambar/denah dan situasi bangunan/letak tempat usaha beserta
' perubahannya;
f. Surat perriyataan tidak keberatan dari pemilik rumah/tanah yang

berdekatan/berada disekitar tempat usaha sebagaimana ketentuan yang
berlaku;
Surat Pernyataan Perigelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
Pas Photo 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

TemangguflB, ........
Pemohon

ob.

h.



Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah

Merrgetahui:
Camat

BUPATI TEMANGGUNG,

5

SEKDA

I llttlI fit

ry



LAMpiTan VI : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
Nomor' 5?.s.aFr++..p.14,...
Tanggal : 1.6..1ery.w3ffi..P.14

Temangguflg,...

KEPADA
YTH. Kepala SKPD
DI-

TEMANGGUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini kami
Nama

Alamat

Pekerjaan

Telepon

Umur

Kewarganegaraan

Dengan ini kami mengajukan perrnohonan Penambahan Kapasitas
Usaha untuk usaha... ........yang terletak
di........... Dukuh/RT/RW. Desa/Kelurahan

Kecamatan Kabupaten
Temanggung.

Untuk memenuhi persyaratan permohonan Penambahan Kapasitas
Usaha bersama ini kami lampirkan :

a. Surat permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan
Bupati ini;

b. Izin asli yang dimiliki;
c. Fotocopy faitu Tanda Penduduk sesuai dalam Izin;
d. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah/tanah yang

berdekatan/berada disekitar tempat usaha sebagaimana ketentuan yang
berlaku;

€: Data tentang Penambahan Kapasitas Usaha;
f. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan perat-uran yang berlaku;

g. . Pas foto 4x6 sebanyak l(satu) lembar.

Atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Temanggurrg, :.
Pemohon



Mengetahui:
iepala Desa/Lurah
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Lampiran v : pERATURAN BUPATI TEMANGGITNG
Nomor . jZ.F.aEm..&t4...
Tanggat : .I.6..Qeesp.$r .frJ.4

. Tema.nggung,.....

KEPADA
YTH. Kepala SKPD
DI-

TEMANGGUNG

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama

Alamat

Pekerjaan

Telepon

Umur
Kewarganegaraan

Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan sarana usahauntuk usaha. .....yang terletak
Dukuh/RT/RW.. ...... Desa/Kelurahan
Kecamatan ..................... ..:. Kabupaten

Temanggung.

Untuk memenuhi persyaratan permohonan Perubahan Sarana Usaha
bersama ini kami lampirkan :

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab perusahaan;
b. Fotocopy bukti kepemilikan tanah dan surat kuasa dari pemilik tanah apabila

bukan atas nama pemohon izin sebagaimana ketentuan yang berlaku;
c. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik 

- 
rumah /tanah yang

'berdekatan/berada disekitar tempat usaha sebagaimana ketentuan y.rrg
berlaku;

d. Data tentang Perubahan Sarana Usaha /Penambahan Kapasitas
Usaha/Perluasan Bangunan dan Lahan Tempat Usaha/Perubahan Wak[u atau
Durasi Operasi Usaha;

e. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SppL) , dokumen Upaya
.Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan HiAup
(UKL-UPL) atau dokemen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan-( AMDAi)
sesuai dengan ketentuan peratur., y*rrg berlaku;

f. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar;
g.Izin asli yang dimiliki;

Atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Temangguog, ........
Pemohon



Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah

Metrgetahui:
Camat
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LampiTan VIII : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
Nomor . .$.2..thhtm .pjA...
Tanggal : ..16..D.eswrb€r. .?f14

TemangguflB,...

KEPADA
YTH. Kepala SKPD
DI-

TEMANGGUNG

Yahg bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama

Alamat

Pekerjaan

Telepon

Umur

Kewarganegaraan

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Perubahan Waktu atau
durasi operasi usaha untuk usaha... ..yang terletak

Kecamatan Kabupaten
Temanggung.

Untuk memenuhi persyaratan permohonan Daftar Ulang bersama ini
kami lampirkan :

a. Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan
Bupati ini;

b. Izin asli yang dimiliki;
c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dalamlzin;
d. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah/tanah yang

berdekatanlberada disekitar tempat usaha sebagaimana ketentuan yang
berlaku;

e. Data tentang Perubahan waktu dan Durasi Operasi Usaha;
f. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
(UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

g. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

Temangguflg, ..
Pemohon



t"-Wl";t'-

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah.

Mengetahui:
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